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PASIR LAUT

Pelajal'an huat Profesor Garjunov

Armada Baratmenahantu;uh kapalpengerukanpasirlaut.
Pengusaha pasir laut curiga, penahanan itu diwarnai
kepentingan bisnis pihak tertentu.

ROFESOR Garjunov termangu di
lepas pantai kawasan perairan Pang-
kalan Angkatan Laut (Lanal) Batam,
Riau. Dengan bobot mati sekitar
7.135 ton, kapal berbendera Rusia itu se-
perti tak acuh pada riak gelombang laut
yang mengombang-ambing. Garjunov tak
sendiri. Bersama enam kapal pengangkut
dan pengeruk pasir lainnya, mereka di-
paksa buang sauh di sekitar perairan Lanal
Batam, Tanjungpinang, dan Tanjungbalai

Karimun. "Ketujuh kapal itu diawasi TNI-

AL,” kata Panglima Komando Armada
Kawasan Barat, Laksamana Muda Djoko
Sumaryono, ketika meninjau Garjunov,
Jumat pekan lalu.

Sejak dua pekan lalu, kapal-kapal nahas
itunongkrong di bawah pengawasan Lanal.
Olivia V dan Jasmine, yang dioperasikan
PT Penta Oceanitu, kepergok KRIKodha
803 ketika sedang menyedot pasir laut di
perairan Sakang, Karimun. Sedangkan
Garjunov, Samsung Apollo, dan Vasco da
Gama, yang dikelola PT Equator Reka
Cipta, kepergok KRI Ajak dan KRI Sura
di Selat Durian. Nasib serupa dialami
Lange Wapper dan Alexander von Hum-
bold. Kapal keruk sewaan PT Citra Kari-
mun Aditya itu dicokok di perairan Tan-
jungpinang oleh KRI Sigurot.

Armada Baratmenyatakan, penahanan
kapal-kapal tersebut untuk mencegah

lalu. ”Itu namanya pembelajaran dan pe-
negakkan hukum nasional,” ujar Koman-
danLanal Batam, Kolonel Adyaman A.S.

Toh, "pelajaran” yang diberikan pen-
jaga perairan Indonesia itu malah mem-
bingungkan para pelaku bisnis pengerukan
pasir laut Riau. ”Semua kapal kami punya
surat-suratlengkap,” kata Riko Riswanda,
Direktur Equator. Dokumen-dokumen
penting, seperti izin kuasa penambangan
dan persetujuan ekspor laut dari pemerin-
tah daerah serta Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, sudah di tangan. Perizinan
dari imigrasi dan syahbandar, serta surat
izin berlayar dari DitektoratJenderal Per-
hubungan Laut, juga sudah masuk laci
arsip. "Entah apa lagi alasan penangkapan
oleh TNI-AL itu,” kata Syukri, Humas
Penta Ocean, yang juga mengaku sudah
mengantongi dokumen lengkap.

Dari para awak kapal, Riko dan Syukri
mendapatinformasi bahwa awak KRI me-
masalahkan dokumen yang hanya berupa
fotokopi. Bila soal itu yang jadi alasan pe-
nangkapan, mereka yakin tak melanggar
peraturan.” Iak mungkin setiap kapal mem-
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bawa dokumen asli,” kata Riko. Dengan
keyakinan itu, Riko kemudian meng’irim
surat protes ke Panglima Armada Barat. -
Pendapat Riko dibenarkan Férry.
Yachya, Direktur Ekspor Proditk Pertas
nian dan Perdagangan, Departemeft ggi‘ﬁ
industrian dan Perdagangan. "Selama
perusahaan bisa menunjukkan dokufen
asli dan beroperasi dizona yangd ern
tukkan, tak ada soal,” kata Ferry epada
Rully Nasrullah dari GATRA. Untuk anai(:
nya,ia menyarankan agar salinan dokurhen
tersebut dilegalisasi. i '
Tak mengherankan bila tmdakan Ar-
mada Barat menahan kapal-kapal pasnrltu
mengundang kecurigaan. Seorang bos per-
usahaan bisnis pasir laut yang bérdormsdx
diJakartamencium gelagat persaingati fak
sehat di balik penahanan kapal- kapal
tersebut. "Tindakan ituuntuk menggang=*
gu pesaing pcumhaan yang dxgeklng
Angkatan Laut,” katanya, sambil mentin-"
jukkan dokumen kerja sama proyekj'{mg
terkait dengan kegiatan penambangan pasir
lautantara” I"\H-ALdansebuahpemsahaan g
Rumor itu dibantah Armada Barat;
"Tak ada pesanan pihak tertentu dalam
kasus penahanan kapal pasir,” vjar Laksa:,
mana Pertama Sugeng WaluyoR, Kepaia
Dinas Penerangan TNI-AL. Mcnurutdla,
perintah pengawasan kapal ekpor pasxr,,
laut dilakukan atas sepengetahuan in
perintah Kepala Staf TNI-AL. " St
Tentangalasan penahanan tu]uhkaﬁal
tadi, Panglima Armada Barat tetapberke-

-yakinan bahwa dokumen ekspor pasir ldut

harusada diatas kapal setiap kali akan ber;—,
gerak ke luar melakukan ekspor._”Doku-
men ekspor pasir laut hanya berlaku untuk
satu kali peng: lpql'm sehingga dapatdx;ﬁ-
dikan alatkontrol,” kata Djoko Sumaryo=
no. Kebijakan pemerintah daerah yaﬁg
menyatakan bahwa kapal pengangkut pasit-
tak perludilengkapi dokumen eksg
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2 penyelundupan pasir laut. "Mereka tak
z > memiliki suratatau dokumen yang diper-
_ syaratkan,” demikian bunyi siaran pers

8 Dinas Penerangan TNI-AL, Senin pekan g
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